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MOTTO

SESUNGGUHNYA ALLAH YANG MENGHINDARKANMU DARI
APA VANG TERIADI KEMARIN PASTI AKAN
MENGHINDARKANMU PULA TERHADAP APA YVANG BAKAL
TERIADI ESOK HARI ™

* Sumber: Dr. *Aidh bin * Abdullah Al-Qorni Dalam bukunya: *Laa Tahzan. Hal:
134
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“Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah Yang Maha Besar lagi
Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik ‘Arsy
yang besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik langit, bumi,
dan ‘Arsy yang mulia. Wahai Dzat Yang Maha Hidup kekal dan terus-menerus
mengurus mahluk-Nya, tiada tuhan yang berhak disembah, selain Engkau. Hanya
dengan rahmat-Mu lah hamba memohon pertolongan. Hamba memohon ampun
dan bertobat kepada-Mu ( Abdullah Al-Qarni, 2004:96 )"

Diawali rasa syukur yang teramat sangat kepada Allah Subahanallah
wata'ala Yang Maha Besar, Maha Penerima Tobat dan Maha Hidup. Karena
sesungguhnya tiada daya, upaya dan kekuatan selain karena izin-Nya. Sehingga
hanya atas izin-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul
“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI
TELEKONFERENSI”. “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.
Sungguh setelah kesulitan ada kemudahan ( Alqur’an Surat 94: 5-6 )”

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Waliyullah, Nabiyullah,
Rosulullah  Muhammad S. AW yang telah memperkenalkan Allah sebagai
penghuni utama setiap kalbu manusia, kepada keabadian yakni ‘Negeri’ manusia
yang akan datang dan kepada jalan keridhaan Allah Subahanallah Wata’alla. Ya
Allah, limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi yang membebaskan akal
manusia dari belenggu penyimpangan dan menyelamatkan jiwa mereka dari
kesesatan. Ridhailah para sahabatnya dan para tabi’in yang mulia sebagai balasan
terhadap semua pengorbanan dan amal shalih yang telah mereka lakukan (
Abdullah Al-Qarni, 2004:121 ). Semoga engkau ya Rosul selalu dan terus-
menerus lahir dalam jiwa penulis.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangsih
pemikiran dalam ruang lingkup hukum pidana sehubungan dengan adanya hal
yang baru dalam acara pembuktian dipersidangan, yaitu pembuktian alat bukti
saksi melalui media Telekonferensi yang akhir-akhir ini menjadi popular.
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RINGKASAN

Video Conference atau biasa disebut Telekonferensi merupakan bagian
dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai defimisinya,
telekonferensi bisa di artikan Percakapan jarak jauh (Suara Karva Online)
Sedangkan pada Pikiran Rakyat disebutkan dalam sttusnva (WWW._ Pikiran-
Rakyat.Com). telekonferensi adalah tatap muka jarak jauh. Dari dua definisi di

1aka yang dimaksud dengan telekonferensi adalah percakapan dengan tatap muka
vang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada tempat yang berbeda

Telekonferensi sepertt yang dimaksud diatas memberikan peluang bagi
hukum untuk membuat suatu terobosan terhadap hukum acara pidana sekaligus
preseden baru bagi sejarah peradilan Indonesia. Untuk pertama kalinya di
Indonesia, kesaksian di ruang sidang pengadilan disampaikan melalui
telekonferensi yaitu kesaksian mantan presiden B.J. Habibic. Kesaksian tersebut
disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tangeal 22 juli 2002, Kesaksian
B.J. Habibie ini adalah terkait dengan kasus penyelewengan dana Non Bujeter
Bulog senilai Rp 629 Mihar dengan terdakwa mantan kepala bulog Rahardi
Ramelan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini masih merupakan polemik baik
dari kalangan aparat penegak hukum maupun dari para pakar hukum. karena d
satu sisi KUHAP tidak mengatur secara langsung mengenal pemeriksaan saksi
jarak jauh melalui media telekonferensi. Namun disisi lain ada argumentast yang
mengatakan bahwa sesuatu yang tidak di atur bukan berarti dilarang karena hakim
diharuskan mencari terobosan hukum baru vang belum ada ketentuan dasar
hukum yang mengatumya. Dengan adanya polemik tersebut, perlu kiranya
dilakukan suatu kebijakan dalam hukum acara pidana terkait dengan upaya
pembaharuan hukum acara pidana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum
dan rasa keadilan bagi masyarakat. Berangkat dari polemik itulah, penulis

berupaya untuk menganalisisnya dengan  menulis skripsi - yang berjudul
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“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI
TELEKONFERENSI™.

Rumusan permasalahan dalam skripsi im ada dua, yaitu: Pertama. apakah
keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti?,
Kedua. apakah keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyat  nilai
pembuknan?.

Tujuan vang mgin di capar dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama.
Untuk menelusuri dan menganalisa apakah keterangan saksi yang diberikan
melalur telekonferensi merupakan alat bukti. Kedna, Untuk menganalisa apakah
keterangan saksi melali telekonferensi mempunyai nilai pembuktian.

Metode penehitian dalam skripsi ini, vaitu: Pertama. Pendekatan masalah.
Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan vuridis nommatif. Bahan-bahan
hukum diperoleh dengan menggunakan studi literatur. Kedua. Sumber bahan
hukum. ada dua yaitu bahan hukum primer, skunder. Tiga, Metode pengumpulan
bahan hukum, yaitu Metode Studi Pustaka. Empat, analisis bahan hukum dalam
skripsi i1 adalah menggunakan metode deskripif kualitatif, yaitu metode untuk
memperoleh  gambaran singkal mengenai suatu  permasalahan vang tidak
didasarkan atas bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan atas analisis yang telah
diuji - dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan
masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 :138). Didasarkan analisis yang
dilakukan, maka keterangan saksi vang diberikan melalui telekonferensi
merupakan alat bukti saksi. Pengkajian mengenai hal ini dilakukan dengan
menggunakan metode penafsiran Ekstensif Jadi dengan penggunaan metode
ekstensif tersebut, maka keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi
dalam ruang sidang pengadilan, keterangan tersebut dianggap diberikan dimuka
sidang pengadilan,

Pcnggunzian metode penafsiran  bersifat subyektif sekali. artinya
pemaknaan mengenai sesuatu tergantung kepada orang vang melakukan
penafsiran. Dengan demikian untuk menjamin adanya kepastian hukum, periu

Kiranya dilakukan suatu kebijakan pembaharuan oleh para pembuat hukum untuk
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mengadakan pengaturannya dalam hukum acara pidana, dengan membuat suatu
klausula tersendiri tentang keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi.
Resimpulan yang penulis dapatkan yaitu: Pertama. keterangan saksi yang
diberikan melalui telekonferensi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam
hukum pidana posint. dan menempati rumusan vang terdapat dalam pasal 184
avat (1) buruf a. dan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kedua. Keterangan saks1 vang
diberkan melalu telekonferenst mempunyai milai pembuktian dalam hukum
prdana posinf. dan menempati rumusan yang terdapat dalam pasal 185 KUHAP
Saran vang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Pertama. untuk
mencart kebenaran materiil, Hakim seharusnya tidak hanva mendasarkan pada
undang-undang semata, akan tetapi juga mendasarkan pada Substansial Justice
yaitu dengan menggalt, menemukan dan memahami nilai-nilai yvang ndup dalam
masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Perlu kiranya diadakan suatu
pedoman penafsiran ataupun yurisprudensi oleh  Mahkamah Agung. Hal
dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam
menegakan keadilan. Adanya pedoman penafsiran ini sebagai upava untuk

menunggu adanva revisi terhadap KUHAP.
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I. PENDAHULUAN

i.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan IPTEK akhir-akhir in1 begitu pesat. im dapat dilihat dari
pemanfaatan teknologi mformas1 yang kian meluas dalam berbagai dimensi
kehidupan manusia secara global Teknologi mformasi vang demikian telah
menyebabkan dumia seolah tanpa batas. Sesuatu vang jauh beribu-ribu mil dan
tempat Kita terasa sangat dekat.

Perkembangan teknologi in1 telah memberi kontribusi vang besar dalam
segala aspek kehidupan. Berbagai bidang kehidupan telah memanfaatkan
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi tersebut, tidak terkecuali dalam
bidang hukum. Sebut saja salah satu dari kemajuan teknologi informasi yang
dimanfaatkan dalam bidang hukum yaitu teknologi telekonferensi.

Dalam dunia hukum teknologi telekonferensi ini telah mampu menerobos
ruang gerak bidang hukum. Di Indonesia, untuk pertama kalinya pemanfaatan
teknologi tefekonferensi dilakukan oleh B. J Habibie, mantan Presiden Republik
Indonesia yang ke-3, vang pada waktu 1tu berada di Hamburg, Jerman.
Kesaksiannya tersebut menyangkut kasus dugaan korupsi dana non bujeter bulog
yang menimpa terdakwa Rahardi Ramelan. Kesaksian melalui media teknologi
telekonferensi tersebut telah mengundang reaksi besar baik bagi kalangan penegak
hukum maupun dari kalangan para praktisi dan pengamat hukum. Permasalahan
vang menjadi polemik adalah tentang tidak adanya suatu aturan dan acuan hukum
vang jelas mengenai kesaksian melalui telekonferensi

D1 Indonesia, apabila mengacu pada ketentnan yang terdapat pada
KUHAP. maka dapat di lihat bahwa belum terdapat pengakomodasian kesaksian
di sidang pengadilan melalui telekonferensi. Oleh karena itu. apabila
lclekégferensi dijadikan sarana menghadirkan saksi dipersidangan sekaligus untuk
memberikan Keterangannva maka akan timbul kesan pemaksaan terhadap

ketentuan vang sudah di atur dalam KUHAP.
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Mengacu pada pasal 160 dan 167 KUHAP yang menyebutkan bahwa saksi
memberikan kesaksiannya harus di muka sidang dengan cara di panggil seorang
demn seorang oleh Hakim ketua sidang. dan setelah memberikan Keterangannya
saksi harus tetap berada dipersidangan kecuali diberikan izin oleh hakim ketua
sidang untuk meninggalkannya. Sedangkan dalam pasal 185 KUHAP
menyebutkan. keterangan saksi untuk dikatakan sebagai alat bukti adalah apa
vang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut
diatas. bisa disimpulkan bahwa kehadiran saksi diruang persidangan merupakan
hal yang mutlak.

Penggunaan teknologi telekonferensi tidak diatur dalam KUHAP.
KUHAP tidak menyebutkan mengenai diperbolehkannya penggunaan teknologi
telekonferensi untuk menghadirkan saksi di sidang pengadilan, hal tersebut karena
pada waktu itu belum terbayangkan kehadiran seseorang secara viriual dengan
bantuan teknologi telekonferensi oleh para pembuat hukum. Persidangan melalui
telckonferensi atau yang lebih di kenal dengan persidan gan jarak jauh mempunyai
tujuan vang sama seperti persidangan-persidangan pada umum nva vaitu untuk
mencari  kebenaran materiil. Pihak-pihak vang terlibat  dalam teknologi
persidangan jarak jauh atau melalui telekonferensi. juga sama dengan persidangan
pada umumnya, yaitu- jaksa. hakim. dan pembela sama-sama bisa menguji
keterangan saksi yang memberikan keterangan dan bisa menguji kebenaran
keteranpan saksi tersebut.

Berdasarkan wraian tersebut di atas. dengan mengingat peran teknologi
yang semakin mutakhir, dimana dengan sendirinva akan membawa pengaruh
besar bagi perkembangan hukum, dalam hal ini hukum pidana, maka sangat
beralasan apabila penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam
Judul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKS! MELALUI
TELERKONFERENSI”

i. 2. Rumusan Masaiah
Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adaiah sebagai

bernkut:
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1. Apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan
alat bukti ?

2. Apakah kelerangan saksi melalui teiekonferensi mempunyai  nilai
pembuktian 7
1.3. Tujuan Penulisan

‘Tujan merupakan sesuatu vang mgm di capai atau sesuatu vang dapat
dijadikan sasaran. Hal 1tu sebagaimana vang dikemukakan oleh Poerwadarminia
(1984: 1094) bahwa tujuan adalah sesuatu vang dijadikan sebagai sasaran atau
maksud dan merupakan landasan dalam memecahkan masalah Oleh karena ity
tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah
(Nazir, 1988: 73). Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan penulisan ini sebagai
berikut:

1. Untuk menclusuri dan menganalisis apakah keterangan saksi yang diberikan

melalui telekonferensi merupakan alat bukti.

hJ

Untuk  menganalisa apakah keterangan saksi melalui telekonferensi

mempunyai nilai pembuktian

1. 4. Metode Penulisan

Guna memperoleh suatu penulisan vang memenuhi syarat-syarat ilmiah,
maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi vang mengandung unsur-unsur
kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannva,
baik dalam proses pengumpulan bahan penulisan maupun dalam menganalisis
permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran
pemmyataan. Soemitro (1990: 35) mengatakan bahwa “Metodologi merupakan
suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran
sehingga dapat menghasilkan suatu Karya yang il{m’ah’".

Metode yang digunakan dalam penulisan  skripsi ~ini adalah sebagai

berikut:
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1.4. 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan im adalah secara yuridis normatif,

artinya penulis menggunakan pendekatan masalah dengan maksud dan tujuan

untuk menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan vang berlaku

dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan

dan permasalahan vang ada (Soemitro. 199010

1.4, 2. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penehtian hukum normatif. maka penyusun menggunakan

bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, meliputi -

a.

Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat
yang terdiri dari kaidah dasar Undang-Undang Dasar 1945 atau bahan hukum
dasar dan sumber asalnya vang pertama dan belum diuraikan orang lain.
Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar. peraturan perundang-
undangan. sampai bidang norma hukum vang menjadi dasar obyek kajian
(Soemitro. 1990: 11). Dalam hal ini. penulis menggunakan KUHP, KUHAP.
dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
untuk dijadikan sebagai pegangan dalam mengkaji setiap permasalahan pada
skripsi ini.

Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer (Soemitro. 1990: 11). Bahan hukum
sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti
misalnya wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para
sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu
dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah vang timbul dalam rangka
penyusunan skripsi ini. Sefain itu juga, sumber dan majalah, laporan, brosur
serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah dalam

penyusunan skripsi ini.
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I. 4. 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini menggunakan
metode Studi Pustaka. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan  yang
berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro. 1990 98)  Studi
kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang
berlaku dalam hukum Indonesia, karva ilmiah, serta buku-buku literatur vang

berhubungan dengan pembuktian alat bukt saksi melalui telekonferensi.

1. 4. 4. Apalisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah menggunakan metode deskripif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh
gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas
bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan atas analisis yang telah diji dengan
kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang
akan dibahas. Analisis deskriptif kualitatif juga merupakan analisis dengan cara
mengumpuikan semua bahan hukum vang diperoleh dari lapangan maupun dari
kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang
diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis
menurut fandasan dan teort hukum yang berkaitan dengan pemasalahan yang

diangkat (Soemitro, 1990: 138).
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Bili GPT. Purpustaiass
URIVERSITAS JEMBER |

I FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta Tentang Pembuktian Alat Bukti Saksi Melalui Telekonferensi

Pada Hari Selasa, tanggal 2 Juli 2002 untuk pertama kalinya dalam sejarah
hukum Indonesia, kesaksian di mang sidang pengadilan disampaikan melaln
telekonferensi yvaitu kesaksian B. J. Habibie. mantan Presiden Repubhk Indonesia
ketiga. vang memberikan kesaksiannva dari Hamburg, Jerman. Kesaksian tersebut
disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalyi telekonferensi
Kesaksian B.J. Habibie ini adalah terkait dengan kasus dana Non Bujeter Bulog
senilai Rp 62,9 Miliar dengan terdakwa mantan kepala bulog Rahardi Ramelan

Pemeriksaan saksi jarak jauh melalui telekonferensi ini tergotong
terobosan terhadap hukum acara pidana, sekaligus preseden baru bagr sejarah
peradilan Indonesia. Persidangan yang memanfaatkan teknologi mutakhir ini
termasuk nomor dua setelah persidangan serupa di Amerika Serikat, ketika
mengusut presiden Bill Clinton dalam kasus pelecchan seksual terhadap Monica
Lewinsky ( Tempo. 14 Juli 2002: 100).

Peristiwa bersejarah yang di danai stasiun televisi swasta SCTV. berdurasi
dua jam dan mengeluarkan biaya 200 juta ini meman ¢ unik, karena baru pertama
kali terjadi di Pengadilan Indonesia. sehingga dilakukan uji coba sehan
sebelumnya. Ketua majelis hakim vang memeriksa B. J. Habibie adalah Lalu
Mariyun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah Kemas Yahva Rahman dan
pengacara dan pihak terdakwa Rahardi Ramelan. adalah Trimoelja D. Soerjadi

Pada saat sidang berlangsung, di dalam ruang sidang ada televisi 29 inci
digunakan untuk menatap wajah saksi. sekaligus mendengarkan suaranva vang
pada waktu itu berada di Hamburg, Jerman. Terlihat di TV habibie mengenakan
pakaian batik cokelat bermotif parang. Sementara pengacaranya, O.C. Kaligis,
dan Susilowati dari Konsulat Jendral Indonesia berada di sampingnya. Sebelum
acara pemeriksaan berlangsung, Habibie di sumpah layaknya saksi yang akan
memberikan keterangan di ruang sidang pengadilan, ketua majelis hakim

memandunya untuk mengucapkan kalimat sumpah, sementara dilayar TV terlihat
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seorang rohaniawan memegangi Al-Quran di atas kepala [abibie, yang mengikuti
lafal sumpah. Setelah itu pemeriksaan terhadap saksi pun segera di mulai.

Sejak persidangan melalui telekonferensi yang dilakukan pada 2 Juli 2002
sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, setidaknya sudah tiga kali pemeriksaan
saksi secara telekonferensi. Pertama digunakan saat pemeriksaan saksi B. ).
Habibie vang sedang berada di Jerman. dalam persidangan dengan terdakwa
Rahardi Ramelan. Kedua. dalam persidangan kasus pelanggaran HAM berat
Timor timur. dan terakhir dalam persidangan kasus dengan terdakwa Abu Bakar
Ba'asyir. Namun sampai sckarang pengaturan terhadap persidangan melalui

telekonferensi masih belum diatur secara konkrit

2.2 Dasar Hukum
Dalam menganalisis setiap permasalahan yang terkait dengan hukum.
pastilah tdak terlepas dan aturan hukum yang dijadikan pijakan. Adapun
penggunaan dasar hukum pada penyusunan skripsi ini yang digunakan sebagai
pijakan dalam menganalisis permasalahan didasarkan pada -
1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman, berbunvi:
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

Jelas, melainkan wayib memeriksa dan mengadilinya™

I

Undang-undang Nomor & Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

a. Pasal | Angka 26
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

b. Pasal 1 Angka 27

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana vang ia
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h.

dengar sendin, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alas
an dar pengetahuan itu

Pasai 160 Ayat (1) Huruf (a)

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut
urutan yang di pandang sebaik-baik nya oleh hakim ketua sidang setelah
mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

Pasal 162 Avat (1)

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal
dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak
di panggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggal nva atau
karena sebab lain vang berhubungan dengan kepentingan negara. maka
Keterangan yang diberikannya itu dibacakan.

Pasal 167 Ayat (1)

Setelah saksi memberi Keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim
ketua memberi izin untuk meninggalkannya.

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukii vang sah ia memperoleh
kevakman bahwa suatu tndak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah vang bersalah melakukanya.

Pasal 184 Avat (1)

Alat bukti yang sah 1alah:
Keterangan saksi;
keterangan ahh;
surat;

petunjuk:

¢. keterangan terdakwa.

Pasal 185

en o

Avat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa vang saksi nvatakan
di sidang pengadilan

Avat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan vang didakwakan
kepadanva

Avat (3) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam avat (2) tidak berlaku
apabila disertat dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
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Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendini tentang
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat
bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu
dengan yang lain sedenikian rupa, sehingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Ayat (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang di peroleh dari hasil
pemikiran saja. bukan merupakan keterangan saksi

Ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi. hakim harus
dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dngan vang lain

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk
membert keterangan tertentu

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang
pada umum nva dapat mempengaruhi dapat tidaknya
keterangan itu di percava

Ayat (7) Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila
keterangan itu sesuai dengan keteragan dari saksi yang di sumpah
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat buku sah yang lain.

2. 3. Kerangka Teori
2.3. 1. Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti
A. Pengertian Alat Bukti

Dalam kehidupan schari-hari kita tidak lckang dihadapkan pada istilah-
istifah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnva A menuduh B mengambil uang,
tentu saja B akan bertanya mana buktuinva dan bahkan siapa saksinya? (Waluyo,
96. 1). Apalagi alat bukti dan pembuktian ini terjadi dalam suatu persidangan
perkara, baik perkara pidana, perdata. tata usaha negara ataupun dalam
persidangan peradilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting
dan jalannya peradilan atau persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan
butusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini ( Waluvo.
1996: 1)

'Dalam kaitannya dengan pembuktian dan segala aktifitasnya. mengetahu
pengertian dari istlah-istilah tersebut tentu akan sangat membantu dalam
memahami lingkup pembuktian dan wrgensinya. Di bawah ini diketengahkan

beberapa pengertian dart alat bukti;
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Menurut Waluyo (1996: 3), alat bukt adalah sesuatu hal (barang atau non
barang) yang ditentukan oleh undang-undang vang dapat digunakan untuk
memperkuat dakwaan. Sedangkan alat bukti menurumt Andi Hamzah (1986 99)
adalah upaya pembuktian melalui alat-alat vang diperkenankan untuk dipakai
membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan,
misalnya keterangan terdakwa, saksi. ahli. surat dan petunjuk. dalam perkara
perdata termasuk persangkaan dan sumpah)

Senada dengan Andi Hamzah. Sabuan dkk (1990° 189) mendefinisikan
alat bukti dengan lebih sederhana vaitu alat vang di pakai untuk dapat membantu
hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinva tindak
pidana. Pengertian alat bukt: tersebut kemudian oleh Sasangka (2003: 11)
ditambahkan dengan adanva satu unsur lagi vaitu berkenaan dengan tujuan
diajukannya alat bukti tersebut yaitu untuk memberi keyakinan kepada hakim atas
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengertian mengenai alat bukti ini dapat juga ditemukan dalam Black’s
Law Dictionary (1990: 55). Di sana disebutkan bahwa:

“Evidence 1s any species of proof. or probative matter, legally presented ai
the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of
witrniesses, record, documents, exhibits. concrete objects, etc., for the
purpose of mcluding belief m the mind of the court of Jury as to therr
contention ™.

(Alat bukn adalah semua jemis bukii yang secara legal disajikan didepan
persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan. dokumen,
peragaan, benda-benda konknit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk
menimbuikan keyakinan pada hakim).

B. Macam-macam Alat Bukti
Macam-macam alat bukti diformulasikan oleh Undang-undang Nomor 8
Tabun 1981 (KUHP) adanyva 5 (lima) macam alat bukti vang sah vaitu dalam
pasal 184 Menurut pasal tersebut alat bukti terdir:
a. Keterangan saksi; .
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

berupa keterangan saksi mengenai suatu penistiwa pidana yang ia dengar
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sendirt, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUIHAP).

b. Keterangan ahii.
Keterangan ahh adaiah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memihiki keahlian khusus tentang hal vang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal | angka
28 KUHAP).

Surat;

(]

Pengertian surat tidak terdapat baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP.
Namun pengertian tentang surat ini dapat kita temukan berdasarkan
pendapat beberapa pakar hukum maupun dari pengertian yang terdapat
dalam kamus hukum.

Menurut Asser-Anema (Sasangka, 2003: 62) Surat ialah segala sesuatu
yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk
mengeluarkan 1si pikiran. Berdasarkan pendapat dari Asser-Anema ini maka inti
dari pengertian surat adalah pada adanva kandungan tanda baca vang
diumaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary (1990:903) pengertian surat i
disebutkan “Letter 15 one of arbitrary marks of characters constituting the
alphabet, and used in written language as the representatives of sounds or
articulations of the human organ of speech”

( Surat adalah segala macam tanda baca yang berbentuk alphabet dan digunakan
dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara atau artikulasi organ bicara manusia).

Apabila kedua pengertian ini digabungkan maka unsur-unsur surat adalah
meliputi: adanya kandungan yang berupa tanda baca. dimaksudkan untuk
mengeluarkan isi pikiran, berbentuk alphabet dan digunakan dalam bahasa tulis
sebagai perwakilan suara. :

d. Petunjuk; £
Petunjuk  adalah perbuatan, kejadian atau keadaan vang karena

persesuainnya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
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pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan
siapa pelakunya. (Pasal 188 avat | KUHAP).

¢. Keterangan terdakwa;
Keterangan terdakwa adalah apa vang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau 1a ketahw sendiri atau alami sendiri. (Pasal

189 ayat | KUHAP)

2.3.2. Syarat-syarat Alat Bukti Mempunyai Nilai Pembuktian
Setiap alat bukti yang disampaikan sebagai bukti dalam persidangan
belum tentu mempunyai nilai pembuktian. Agar setiap alat bukt vang
disampaikan dalam ruang sidang pengadilan mempunyai nilai pembuktian maka
harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Adapun syarat-syarat dari 5 (lima) macam alat bukti agar mempunvai alat
bukui adalah sebagai berikut:
a. Keierangan Saksi
Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti vang sah atau
mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi 2 (dua) svarat (Darwan Prinst.
1998: 135) vaimu:
1. Syarat Formil
Keterangan saksi hanya dapat di anggap sah dan mempunvai nilai
pembuktian, apabila diberikan dibawah sumpah. keterangan saksi vang diberikan
tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai keterangan penambah
saja.
2. Svarat Materiil
Keterangan seorang saksi saja tidak di anggap sah sebagai alat pembuktian
(Urmis Testis Nulus Testis). Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai
pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam pasal 185 KUHAP,
sebagai berikut:
(1). Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa vang saksi nvatakan di sidang

pengadilan,
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(2). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya;

(3). Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

(4) Keterangan beberapa saksi yang berdini sendiri-sendin tentang suatu
kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukt vang sah
apabila Ketverangan saksi itu ada hubungannya satu dengan vang lamn
sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanva snatu kejadian atan
keadaan tertentu;

(5). Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja. bukan
merupakan keterangan saksi;

(6). Dalam menilai kebenaran keterangan sakst, hakim harus dengan sungguh-
sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

- Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain;

- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk imemberikail
Keterangan vang tertentu;

- Cara hidup dan kesusilaan saksi atau segala sesuatu vang pada umumnva
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercava;

(7). Keterangan dan saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai dengan yang
lain. tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat
bukti vang sah lainnya.

b, Keterangan Ahl
Mengenai yang dimaksud dengan keterangan ahli, pasal 1 angka 28
menycbutkan scbagai “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”
Keterangan ahli ini dapat diberikan dalam dua bentuk vaitu, tulisan dalam bentuk
laporan (keterangan ahli dalam bentuk tulisan di luar sidang pengadilan oleh

sebaglan Sarjana Hukum terkemuka dimasukan ke dalam alat bukti surat) dan
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lisan, yang diberikan dipersidangan. Hal yang membedakan dengan Keterangan
saksi adalah pemberni keterangan ini harus mempunyai keahiian khusus, sehingga
dapat memberi penilaian dan kesimpulan. Keahlian khusus tersebut dalam prakitek
biasanya harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat atau ijazah dan
Jabatan-jabatan tertentu (Waluyo, 1996: 19).

Persyaratan lain. kecuali keahlian khusus untuk dapat disebut dengan
keterangan ahli ini adalah harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pasal 186
KUHAP mensvaratkan bahwa “Keterangan ahli ialah apa vang seorang ahh
nvatakan di sidang pengadilan™ Selain mempunyai keahlian khusus dan harus
dinyatakan di sidang pengadilan. syarat lain yang harus dipenuhi adalah. saksi ahli
harus di sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 161 KUHAP). Dalam
hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji
sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka pemeriksaan
terhadapnya ictap dilakukan. sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua
sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama
empat belas hari.

¢. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dan alat-alat bukt lain
scbagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kualifikasi dan
klasifikasi alat bukti surat seperti yang di maksud oleh pasal 184 ayat (1) huruf ¢
d1 atur dalam pasal 187 KUHAP.

Pasal imi mensvaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus di buat
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. lebih lengkapnya mengenai
syarat-svarat agar alat bukti surat sah dan mempunyai nilai pembuktian tercantum
dalam pasal 187 KUHAP, sebagai berikut:

Surat scbagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c. dibuat atas sumpah
jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau di buat dihadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau
dialami sendiri, disertai dengan alasan vang jelas dan tegas tentang
keterangan itu;
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b. Surat yang di buar mcnurt ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yvang dibuat oleh pejabat mengenai hal vang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi
pembuktian seuatu ha atau sesuatu keadaan;

¢ Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar
keahhannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta
secara resmi dan pada nva:

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari
alat pembuktian vang lain.

d. Petunjuk
Syarat mengenai alat bukti petunjuk agar mempunyai kekuatan
pembuktian, tertuang dalam pasal 188, scbagai berikut;
I, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan vyang karena
persesuainnya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidana sendiri. menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan

siapa pelakunva.

(3]

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanva dapat diperolch

dar: keterangan saksi. surat. dan keterangan terdakwa

Lad

Penilaian atas kekunatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah
1a mengadaklan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya.
Berdasarkan yang tertuang dalam pasal tersebut, yang di sebut petunjuk
merupakan kontruksi tentang:

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;

- Karena persesuaian antara Keterangan saksi, surat dan Keierangan terdakwa

dengan tindak pidana vang terjadi;

- Berdasarkan penilaian oleh hakim.

Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim.
Undang-undang mengharuskan kepada hakim untuk melakukannya dengan anf
lagi byjaksana. Berpijak pada pasal 188 ayat 2 dalam membuat konstruksi tentang
alat bukt: petunjuk. maka hakim harus mendasarkan penilaiannya dari: keterangan

saksi. surat. dan keterangan terdakwa (Waluyo, 1996: 22),
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e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP., mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai

berikut:

I Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan vang 1a lakukan atau 1a ketahw sendiri atau alami sendini:

2. Keterangan terdakwa yang dibenkan di luar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti i sidang. asalkan keterangan itu di dukung
oleh suatu alat bukti vang sah sepanjang mengenai hal vang didakwakan
kepadanya:

3 Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinva sendiri;

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan
harus disertai alat bukti yang lain.

Dari ketentuan pasal 189 KUHAP, tersebut di atas dapat disimpulkan,
bahwa agar keterangan terdakwa dapat mempunyai nilai pembuktian vaitu:
Pertama. keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan. Kedua,
apabila keterangan terdakwa dinvatakan tidak di depan sidang pengadilan. maka
keterangan 1tu dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang.
asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang
mengenai hal vang didakwakan kepadanya.

Ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinva
sendiri, mengingat terdakwa dalam memberikan Keterangan tidak atau tanpa
mengucapkan sumpah atau janji. Keempat. bahwa keterangan terdakwa saja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, kecuali disertai alat-alat bukti lain

yang sah (Waluyo, 1996: 24-25),

2. 3. 4. Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi

: . Telekonferensi merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi. Mengenai definisinya, telekonferensi bisa di artikan Percakapan
jarak jauh (Suara Karya Onlme). Sedangkan pada Pikiran Rakyat disebutkan

dalam situsnya (WWW. Pikiran-Rakyat.Com). telekonferensi adalah tatap muka
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jarak jauh. Dari dua definisi di atas bisa disimpuikan bahwa yang dimaksud
dengan telekonferensi adalah percakapan dengan tatap muka yang dilakukan oleh
dua orang atau iebih pada tempat yang berbeda.

Kemajuan teknologi seharusnya membenkan peluang bagi hukum untuk
membuat suatu terobosan terhadap hukum itu sendiri. Sehubungan dengan hal
tersebut, saat im masih merupakan polemik baik dan kalangan aparat penegak
hukum maupun dan para pakar hukum. karena di satu sisi KUHAP tidak
mengatur secara langsung mengenai pemeriksaan saksi jarak jauh melalui media
telekonferensi, disisi lain ada argumentasi vang mengatakan bahwa sesuatu vang
tidak di atur bukan berarti dilarang karena hakim diharuskan mencari terobosan
hukum baru vang belum ada ketentuan dasar hukum vang men gatumya.

Mengenai cara penyampaian keterangan sakst. KUHAP mengaturnya pada
pasal Pasal 160 Ayat (1) Huruf (a) yaitu Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang
seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baiknya oleh hakim
Ketua sidang sctelah mendengar penuntut umum.  terdakwa atau penaschat
hukum. Lebih jelasnva KUHAP mengatur mengenai keterangan saksi dalam pasal
185 Avyat (1) vaitu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa vang saksi
nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi jarak jauh dengan bantuan teknologi telekonferensi
mempunyai tujuan yang sama dengan keterangan saksi vang dilakukan di ruang
sidang pengadilan apabila dilihat dari tujuan tentang keberadaan saksi, yakni-

1. Mencari kebenaran materii)

2. Pihak-pihak yang terlibat vaitu; Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum

3 Para pthak vang terlibat dapat menguji keterangan saksi dan bisa menguji
kebenaran tentang keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut,

Lazimnya, undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan hukum
yang bersifat umum (General), sedangkan pengaturan secara teknis tidak
dijabarkan secara konkrit. Karaizt‘cﬁstik pengaturan undang-undang yang bersifat
umum merupakan suatu kewajaran, sebab hal tersebut mampu merespon

perkembangan zaman secara fleksibel, Namun. disisi fain terdapal kelemahan
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dalam hal penegak hukum menginterpretasikan  undang-undang  untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada dimasyarakat.

imiah pentingnya interpretasi atau penafsiran hukum terhadap peraturan-
peraturan yang belum mengakomodir kejadian-kejadian terbaru vang ada dalam
masyarakat. MenafSirkan undang-undang berarti menjelaskan ketentuan undang-
undang vang pada akhimya adalah untuk merealisir fungsi hukum positif agar
berlaku. Syarat pokok untuk menafsirkan undang-undane. menurut Simon (dalam
Satochid. 1976: 163) adalah. bahwa undang-undang itu ditafsirkan atas dasar
undang-undang itu sendiri. Ini berarti. guna menafsirkan undang-undang itu, tidak
boleh diambil bahan-bahan penafsiran dani Juar undang-undang  Berhubung
dengan itu, merupakan syarat penting apabila susunan kata-kata sudah tegas maka
art1 katalah yang harus di pakai sebagai dasar pelial‘siran (Satochid. 1976: 163).

Dalam ilmu hukum, dikenal berbagai macam interpretasi yang lazim
digunakan oleh para hakim. Adapun macam-macam bentuk penafsiran ini adalah:

I Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), menurut Hamzah (1994: 81) vaitu
penafsiran vang didasarkan kepada kata-kata undang-undang. Jika kata-
Kata dalam undang-undang itu telah jelas. maka harus diterapkan sesuai
dengan kata-kata itu walaupun seandainva maksud pembuat undang-
undang lain.

2. Penafsiran Sistematis (Dogmatis), menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto.
1999: 58) vaitu penafsiran vang didasarkan dengan menghubungkan antara
pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam snaty perundang-
undangan yang bersangkutan atau dalam perundang-undangan hukum
lamnya, atau dengan membaca penjelasan suatu perundang-undangan,

sehingga mengert apa yang dimaksudkan tersebut.

2}

3. Penafsiran Historis, menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto. 1999: 58) yattu
mendasarkan penafsiran berdasarkan sejarahnya. baik berdasarkan sejarah
terjadinya hukwmnya maupun berdasarkan scjarah terjadinya undang-

undang.
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Penafsiran Teologis atau Sosiologis, menurut Kansil (1988 68) vailu
penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan dan undang-undang 1tu.
Ini penting sebab kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan
bunyi undang-undang itu tetap sama.

Penatsiran Ekstensif, menurut Kansil (1988 68) vaitu memberikan
penafsiran dengan memperiuas arti kata-kata dalam ketentuan undang-
undang. sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan. misalnva aliran hstrik
dapat dunasukan kedalam pengertian kata benda.

Penafsiran  Analogi menurut  Kansil (1988: 68) vaitu memberikan
penafsirtan dengan memberi ibarat (knas) pada kata-kata tersebut sesuai
dengan asas hukumnya, sehingga svatu peristiwa vang sebenarnya tidak
dapat dimasukan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut,
misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil
aliran listrik.

Penafsiran Autentik, Resmi atau Sahih vaitu penafsiran yang pasti
terhadap arti kata-kata itu sebagaimana vang diberikan oleh pembentuk
undang-undang. misalnya pasal 98 KUHP: “malam”™ berarti wakiu antara
matahari terbenam dan matahan terbit (Kansil. 1988 67-68)

Penafsiran  Restriktif yaitu penafsiran dengan mempersempit  atau
membatasi  kata-kata dalam ketentuan undang-undang. Misalnya,
“kerngian™ tidak termasuk kerugian vang “tidak berwujnd” seperti sakit,
cacat. dan sebagainva (Kansil. 1988 68)

Penafsian  A-Contrario (menurut pengingkaran), menurut  (Satochid.
19761 165) yaitu penafsiran vang merupakan kebalikan dari penafsiran
analogi, karena penafsiran ini justru mempersempit lapangan undang-
undang. Keadaan ini kita jumpai. apabila terdapat beberapa hal yang diatur
dengan tegas oleh undang-undang, akan tetapi terdapat pula hal-hak, yvang
sandaran maupun sifatnya sama tidak diatur dengan tegas oleh undang-

undang.
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Sedangkan menurut Kansil (1988: 69) ialah suatu cara menafsirkan
undang-undang vang didasarkan pada perlawanan penmgertian antara soal
vang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.
Contoh, seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewar 300
han setelah perkawinannya yang terdahulu diputuskan. Hal ini tidak

berlaku untuk laki-laki.
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ill. PEMBAHASAN

3. 1. Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi Sebagai Alat Bukti

Pada prinsipnya dalam KUHAP disyaratkan, bahwa alat bukti terdiri dari 5
(lima unsur), salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi. Kedudukan alat
bukli merupakan sesuatun vang sangal penting dalam menemukan kebenaran
hukum di persidangan. Dalam hukum pidana, kedudukan alat bukti keterangan
saksi mempunyai peringkat teratas dan terpenting dibandingkan dengan alat bukti
lamnya. Svarat sah alat bukii keterangan saksi di atr sedemikan mipa oleh
KUHAP. Suatu hal vang wajar. karena jika tidak diatur demikian dikhawatirkan
terjadi kesalahan dalam mengadili terdakwa yang dianggap melakukan tindak
pidana. Selain itu, Keterangan saksi mempunvai peranan penting untuk
mengungkap suatu perbuatan tindak pidana.

Pengaturan begitu detail tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana vang
berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana vang ia dengar
sendiri, 1a fihat sendiri. dan ia alami sendin dengan menyebut afasan dan
pengetahuannya itu: (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

b. Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nvatakan di
sidang pengadilan: (Pasal 185 KUHAP ayat 1)

. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi scorang menurut
urutan yang di pandang sebaik-baik nya oleh hakim ketua sidang setelah
mendengar penuntut umum, lerdakwa atau penasehat hukum: (Pasal 160
ayat (1) Huruf (a))

d. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara
dan atau vang di minta oleh terdakwa atau penasehat hukum atan penuntul
umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan.
hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut: (Pasal
160 ayat (1) huruf (c))

21
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¢ Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim

Ketua memben 1zin untuk meninggalkannya; (Pasal 167 ayat (1))

Pembuat undang-undang sengaja merumuskan Kkata-kata dalam sctiap
pasainva sedemikian rupa agar undang-undang tersebut dapat selalu up 10 date
dan relevan dengan perkembangan zaman. sehingga undang-undang 1tu dapat
dipergunakan dalam kurun waktu vang lama. Namun dalam suatu undang-undang
sering tidak mengakomodir kejadian-kejadian terbaru vang ada dalam masvarakat.
Begitu juga vang terjadi dengan KUHAP Dalam KUHAP tidak ada satu
ketentuan pun mengenai keterangan saksi vang diberikan melalui telekonferensi
Selain 1tu, juga belum ada ketentuan yan g menyebutkan bahwa kesaksian melalui
telekonferensi tetap sah sebagai alat bukti. Hal ini bisa di pahami karena pada
waktu undang-undang dibuat memang belum terpikirkan oleh pembuat undang-
undang temang kehadiran saksi di persidangan melalui telekonferensi.

KUHAP hanya menyatakan bahwa Ketcrangan saksi scbagai alat bukti.
ialah apa vang saksi nvatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 KUHAP ayat 1),
lalu bagaimana dengan keterangan saksi vang diberikan melalui telekonferensi
seperti kesaksian B. J habibie. apakah Keterangan tersebut juga merupakan alat
buktn?

Inilah pentingnya nterpretasi atau penafsiran hukum terhadap peraturan
perundang-undangan. Manfaat dari penafsiran ini adalah untuk mengetahu
ketentuan undang-undang yang belum jelas, ketidakjelasannya itn bisa karena
makna dan isi dan suatu undang-undang memang tidak jelas mengenal susunan
kata-katanya, atau bisa juga makna dan artinya jelas tetapi mempunvai sifat
ambigu yaitu bisa diartikan lebih dari satu.

Terkait dengan pemilihan metode nterpretasi yang paling tepat untuk
digunakan dalam menafsirkan suatu undang-undang, para pembentuk undang-
undang tidak memberi prioritas kepada salah satu metode dalam menemukan
hukum. Karena tidak jarang penggunaan metode interpretasi ini sering digunakan

secara bersama-sama (Mertokusumo, 1988: 150).
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Dalam Titeratur lain Mertokusumo (1993: 56) juga menyatakan bahwa
tidak ada gunanya untuk menentukan prioritas metode mana yang paling tepat
untuk digunakan dalam menafsirkan suatu undang-undang, sebab tujuan yang
paling utama dalam melakukan penafsiran adalah untuk menemukan hukum. Oleh
karena itu kita udak harus berpegang pada cara penafsiran tertentu. Pada intinya
kita harus berusaha untuk menggunakan seluruh sarana demi menemukan hukum
vang dapat memenubi rasa keacdhlan bagi masyarakat

Selain penggunaan interpretasi dalam hal memutus sesuatu perkara vang
tidak ada aturan sebelumnva memang membutuhkan kelihaian hakim didalam
menerapkan hukum, agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
sesual dengan unsur yang harus ada dalam hukum. Seorang hakim harus memiliki
dasar yang tepat dalam memecahkan suatu perkara. Dasar tersebut dapat dicari
dalam sumberhukum, baik yang bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi
pada umumnya hakim di Indonesia lebih mengedepankan penggunaan undang-
undang secara mutlak dibandingkan dengan penggunaan sumber hukum lainnva.
larang sekali ada kemauan dari para hakim untuk melakukan penemuan hukum
baru, dengan cara berusaha menggali nilai-nilai vang tersirat di dalam rumusan
undang-undang 1tu sendin. Umumnya mereka tetap menggunakan kaidah-kaidah
lama yang terkadang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman Dalam
permasalahan yang terkait dengan keterangan saksi menggunakan teknologi
telekonferensi misalnya, pada umumnyva pengadilan-pengadilan di Indonesia
masih belum mengakui tentang sah nya kesaksian melalni teknologi tersebut.
Padahal dimegara lain misalnya Amerika sudah menggunakan teknologi
telekonferensi jauh-jauh hari sebelum pengadilan di Indonesia melakukannya
{Tempo, 14 Juli 2002: 100).

Indonesia dalam praktik hukumnya menganut metode penemuan hukum
bebas (Soeroso, 2004: 93). Pada penemuan hukum bebas ini terdapat adanya
kebebasan terhadap hakim  untuk  melakukan penafsiran  terkait dengan
ketidakjelasan suatu undang-undang. Tindakan hakim tersebut didasarkan pada
Pasal 16 avai (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman. karena pada hakekatmya tugas hakim merupakan upaya untuk
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menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman dan hal-hal konkrit yang
terjadi dalam masyarakat (Soeroso, 2004: 91), salah satu conioh hal konkrit yang
harus diselaraskan dengan undang-undang oleh para penegak hukum yaitu
keterangan saksi melalui telekonferensi.

Penghormatan terhadap undang-undang adalah sesuatu yang mutlak.
Namun pembenan penghormatan tersebut seharusnya tidak menyebabkan hakim
kehilangan kebebasan untuk melakukan penafsiran undang-undang vang memang
sudah ketinggalan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut. maka metode penafsiran
tidak sekedar mengartikan rumusan ketentuan perundang undangan vang
bersangkutan dan mengattkannva dengan sifat tertentu. namun juga mencari
kesepadanan makna atau maksud yang terkandaung dalam rumusan pasal tertentu.
Sehingga yang perlu diperhatikan oleh hakim maupun ahli hukum lainnya untuk
mengetahu keberadaan telekonferensi sebagai alat untuk saksi dalam memberikan
keterangannya.

Salah satu contoh nyata dalam metode penemuan hukum yang berkaitan
dengan penggunaan metode interpretasi. dalam hal ini interpretasi ekstensif
adalah dalam Kkasus pencurian arus histrik. Pada awainva pengertian barang hanva
terbatas pada segala sesuatu vang dapat dilihat, dirabat dan dirasakan secara nil.
Akan tetapi kemudian berdasarkan perkembangan vang ada. listrik ditafsirkan
sebagai barang karena listrik memihki nilai. walaupun pada hakekatnya arus
histnk tidak dapat dilihat. Oleh karena itn selanjutnya, terhadap pihak yang
mencurt atau mengkait aliran listrik tanpa izin. dapat dikatakan melakukan
pencurian dan akan dikenakan ketentuan pasal 362 KUHP. Dalam hal tersebut
bisa disimpulkan telah dilakukan perluasan pengertian barang schingga aliran
listrik dianggap sebagai barang.

Untuk mencari tahu apakah keterangan sakst yang diberikan melalui
telekonferensi memang tidak melanggar undang-undang, penulis maka penulis
menggunakan pcﬁqt‘sirfm ekstensif sebagai media untuk mencari jawaban tersebut.
Pemililihan penafsiran dengan metode ekstensif mi dengan alasan bahwa

penafsiran ekstensif memperiuas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang

yang secara khusus tidak menyebutkan adanya telekonferensi bisa dijadikan
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sebagai media dalam hal saksi memberikan keterangannva. Selain itu penggunaan
metode penafsiran tersebut juga telah beberapa kali dilakukan oleh aparat penegak
hukum. seperti salah satu contoh diatas. Sehingga apabila penaisiran eksiensil im
diterapkan pada permasalahan vang penulis angkat, maka bisa diartikan bahwa
kehadiran saksi melalui telekonferensi sebagai kehadiran secara fisik di dalam
ruang sidang pengadilan. Jadi tidak dianggap sebagar kehadiran bavangan dan
saksi tersebut saja.

Sebagaimana telah diketahui bahwa berdasarkan pasal 160 avat (1) huwruf ¢
kewaiiban hukum bagi Hakim untuk mendengar keterangan saksi. Pemenksaan
dan mendengarkan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi vang tercantum
dalam surat atau berkas pelimpahan perkara, semuanya harus dilakukan “di muka
persidangan”. Scdangkan Pasal 185 KUHAP avat 1 menyvebutkan Keterangan
saksi sebagai alat bukti, 1alah apa yang saksi nvatakan “di sidang pengadilan™

Pengertian dipeniksa “di muka persidangan™ dan “di sidang pengadilan™
diartikan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan. Oleh karena itu
kesaksian jarak jauh melalui telekonferensi dianggap tidak mempunvai nilai
sebagar kesaksian. tetapi sebagar keterangan biasa saja (Edi Setiadi. WWW
Pikiran Rakyat. Com) Penafsiran seperti im tentu saja sangat mengecewakan
Praktek-praktek penegakan hukum pidana seperti imi tidak akan membawa
manfaat serta tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat. apalagi kalau
kesaksian tersebut dianggap penting dan menentukan. Padahal seperti telah
diketahui bahwa tujuan utama dan penegakan hukum adalah mewujudkan
kebenaran dan keadilan.

Demi mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masvarakat. pengertian
“dunuka persidangan” seharusnyva diartikan secara luas. Melalu interpretasi
ckstensif maka pengertian “dimuka  persidangan™ bisa  diartikan  scbagai
“kehadiran suara kelerangan kesaksiannva (Edi setiadi, WWW. Pikiran Rakval
Com)” Dengan demikian memperiuas pcng‘c[‘lian di muka persidangan dan &
stdang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf ¢ dan

pasal 185 avat | KUHAP. Jadi sebetulnya vang dimaksudkan kehadiran saksi di

st adalah "suara keterangan dari saksi” tersebut dapat didengar di muka



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

persidangan bukan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan. Dari
beberapa argumentasi yang penulis sampaikan di atas. bisa disimpulkan bahwa
keterangan saks) vang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti
seperti yang tercantum pada pasal 184 avat (1) huruf (a) dan pasal 185 avat (1)
KUHAP.

3. 2. Nilai Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi

Perdebatan  panjang mengenai nilai  pembuktian  kesaksian melahu
telekonferensi. menunjukkan bahwa hukum dan penegak hukum terlihat gagap
dalam  mensikapt  kemajuan  teknologi  dan  memunjukan  kelemaham
profesionalisme aparat tentang kontruksi hukum. Pandangan para penegak hukuwmn
tentang pencanian kebenaran materil dalam penegakan hukum pidana jangan
hanya didasarkan pada paham formalisme tetapi harus didasarkan pada
substansial jusiice. yaitu dengan menggali. menemukan dan memahami nilai-nilai
vang dup daiam masvarakat sebagaimana vang diamanatkan oleh oleh pasal 27
Undang-undang Nemor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomar 35 tahun
1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan
Kehakiman. (Edi Setiadi, WWW. Pikiran Rakyat. Com).

Sebagaimana diketahui bahwa kelerangan saksi vang disampaikan sebaga)
alat bukti belum tentu mempunyai nilai pembuktian Agar keterangan saksi
memiliki nilai pembuktian maka harus memliki syarat-syarat tertentu. Menurut
Prinst {1988 135). keterangan saksi supava mempunyai nilai pembuktian harus
memenuhi 2 (dua) svarat. vaitu:

b Svarat Formil

Keterangan saksi hanya dapat di anggap sah dan mempunvai nilai
pembuktian. apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang diberikan
tidak di bawah sumpah hanyva boleh dipergunakan sebagai keterangan penambah
saja, vang dapat menguatkan kevakinan hakim_ Senada dengan pcndapa‘t_Pn'nst.
Hamzah (1996: 271) menyatakan bahwa kewajiban saksi mengucapkan sumpab

menurul cara againa nya masing-asing, bahwa ia akan memberi keterangan vang
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sebenarnva tidak lain dari pada yang sebenarnva merupakan syarat mutlak agar
mempunyai nilai pembuktian

iebih lanjut mengenai syaral mutlak sumpah agar keterangan saksi
mempunyai nilai pembuktian diatur dalam pasal 161 avat (2) KUHAP, vang pada
intinva mengatakan bahwa keterangan saksi atau ahli vang tetap tidak mau di
sumpah atau mengucapkan janji. tidak dapat di anggap scbagai sebagai alat bukti
vang sah. telapi hanvalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan hakim.
Sedangkan dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan bahwa keterangan dan
saksi yang tidak disumpah meskipun sesual satu dengan vang lain, tidak
merupakan alat bukii, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dar
saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah vang
lain. Jika dalam aturan dinyatakan seperti tersebut diatas lalu bagaimana dengan
nilai pembuktian keterangan saksi vang diberikan melalui telekonferensi?.

Scbagaimana diketahui dalam fakta. bahwa sebelum acara pemeriksaan
terhadap saksi berlangsung. Habibie sebagai saksi vang akan memberikan
keterangan diruang sidang melalui telekonferensi disumpah terlebih  dahulu
Meski pengucapan sumpah yang dilakukan saksi menggunakan media
telekonferens:. namun pengucapan sumpah tersebut berjatan lancar. Pertama-tama
Ketua Majelis Hakim memandunya untuk mengucapkan Kalimat sumpah.
sementara dilayar TV terlihat seorang rohaniawan memegangt Alquran diatas
kepala Habibie. vang mengikuti lafal-lafal sumpah. setelah itu pemerksaan
terhadap saksi pun segera dimulai (Tempo. 14 Juli 2002: 100).

Berdasarkan fakta diatas bahwa Habibie sebagai saksi scbelum
memberikan keterangannva disumpah terlebih dahulu. maka keterangan saksi
melalui telekonferensi memenuhi unsur dan svarat formil. Karena telah
terpenuhinya syarat formil tersebut maka keterangan saksi melalui telekonferenst
secara formil mempunvai nilal pembuktian.

2. Svarat Matenil
Keterangan seorang saksi saja tidak di anggap sah sebagai alat pembukbian

(LUnus Testis Nulus Testis), karena keterangan tersebut tidak cukup untuk

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan vang didakwakan
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kepadanya. Hal tersebut mengandung arti bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya
seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan alat bukti yang fain
tidak ada (Andi Hamzah, 1996: 278). Mengenai syarat materiil ini diatur dalam
pasal 185 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa keterangan seorang
saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap
perbuatan vang di dakwakan kepadanva.

Mengenai keterangan saksi melalui telekonferensi akan mempunyar nilai
pembuktian jika syarat matenil sebagaimana tersebut diatas juga telah terpenuhi
Sehingga apabila dalam kasus yang menimpa terdakwa Rahardi Ramelan hanva
satu saksi saja yaitu Habibie, maka kesaksian tersebut tidak diénggap sebagai
saksi, oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian.

Selain dua syarat yang harus dipenuhi diatas, dalam KUHAP juga
mengatur mengenai restimonium de auditu yaitu keterangan saksi yang diperoleh
bukan dari melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, melainkan
dan pendapat, rekaan atau dari hasil pikiran saja. Apabila keterangan darn saksi
adalah testimonium de cauditv maka keterangan tersebut bukan merupakan
keterangan saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, agar keterangan saksi melalu
telekonferensi  mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan saksi (Habibie)
harus didasarkan pada apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan alami
sendir.

Dar pemaparan tersebut maka keterangan saksi melalni telekonferensi
mempunyai nilai pembuktian apabila keterangan saksi tersebut: pertama,
disumpah. Kedua, keterangan saksi tersebut bukanlah satu-satunya saksi (wrmus
testis nulus testis), dan ketiga, keterangan saksi tersebut diperoleh dari apa yang

saksi lihat sendirt, dengar sendiri dan alami sendiri (testimonium de auditie).

3. 3. Kajian
Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah
ada lima jenis vaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa. Mengenai definisi atau pengertian dari saksi dan keterangan
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saksi, KUHAP mengaturnya pada pasal 1 angka (26) dan (27). Saksi dalam
KUHAP dijelaskan bahwa, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendir. dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka
(26)) KUHAP. Sedangkan mengenai keterangan dari saksi adalah salah satu alat
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
perisiwa pidana vang 1a dengar sendiri, 1a lihat sendiri dan ia alami sendin
dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu (Pasal 1 Angka (27)).

Keterangan dari saksi bisa mempunvai nilai pembuktian dan juga bisa
tidak mempunyai nilai pembuktian. Agar keterangan saksi mempunvai nilai
pembuktian maka harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KUHAP.
Adapun syarat-syarat tersebut ada pasal-pasal dalam KUHAP sebagai berikut:

a. Pasal 160 ayat (1) Huruf (a)

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi scorang menurut

urutan yang di pandang scbaik-baiknya oich hakim ketua sidang setelah

mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum:
b. Pasal 160 ayat (1) huruf (c)

Dalam hal ada saksi bak vang menguntungkan maupun yang
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara
dan atau yang di minta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut
umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan,
hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut:

c. Pasal 167 ayat (1)
Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim
ketua memberi izin untuk meninggalkannya;
d. Pasal 185 KUHAP
Ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan
di sidang pengadilan
Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan vang didakwakan

kepadanya
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Ayat (3) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak berlaku
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang
suatu kejadian atan keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat
bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu
dengan yang lain sedemikian rupa. schingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Avat (5) Bak pendapat maupun rekaan, vang di peroleh dari hasil

pemikiran saja. bukan merupakan keterangan saksi
Ayat (6) Dalam memlai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus
dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
Persesuaian antara keterangan saksi satu dngan yang lain

d
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

2]

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk
memberi keterangan tertentu
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesnam yang
pada umum nya dapat mempengaruhi dapat tidaknya
keterangan itu di percaya
Ayat (7) Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila
keterangan itu sesual dengan keteragan dani saksi yang di sumpah
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Dari pemaparan diatas diketahui bahwa pasal-pasal dalam KUHAP hanya
mengatur dan menjelaskan mengenai keterangan saksi yang hadir secara fisik di
sidang pengadilan dan tidak mengatur mengenai kesaksian melalui telekonferensi
seperti pada kasus vang terjadi pada kesaksian Habibie melalui telekonferensi.
Sebagaimana diketahui bahwa pada hari Selasa. tanggal 2 Juli 2002 untuk
pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, kesaksian di ruang sidang
pengadilan disampaikan melalui telekonferensi vaitu kesaksian B. I Habibie,
yang memberikan kesaksiannya dari Hamburg, Jerman. Dimana Kesaksian
tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui telekonferensi.

Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 3 kasus yang melakukan pemeriksaan saksi
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melalui telekonferensi, namun sampai sekarang pengaturan terahadap persidangan
melalui telekonferensi masih belum diatur secara konkrit.

KUHAP sendin telah mengatur bahwa saksi dalam memberikan
keterangannya harus hadir di dalam sidang pengadilan, lalu bagaimana dengan
adanya praktek yang terjadi dilapangan seperti pada kasus diatas, dimana saksi
memberikan keterangannya melalui telekonferensi? Bagaimana pula dengan
ketentuan yang mengatakan bahwa saksi harus hadir dalam ruang sidang?. Sah
kah keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti, jika melalui telekonferensi?.

Keterangan saksi melalui telekonferensi memang merupakan sesuatu hal
vang baru bagi hukum pidana Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak silang
pendapat dan perdebatan mengenai sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti dan
Jjuga mengenai nilai pembuktian atas keterangan saksi tersebut. Meski hal yang
baru dalam hukum pidana. namun kejadian tersebut setidaknya telah menerobos
ranah hukum pidana begitu dalam. Peristiwa ini telah membuat para pakar hukum
dan para penegak hukum berpikir keras untuk membolehkan atau menolak
Kesiksian melalui telekonferensi tersebut. Sebab di satu sisi pengaturan mengenai
Kesaksian melalui telekonferensi tidak di atur dalam KUHAP dan peraturan
perundang-undangan lamya. D1 sisi lain, hukum dan penegak hukum tidak boleh
gagap dalam mensikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, melainkan
harus responsif terhadap perkembangan teknologi sebagai salah satu bentuk upaya
untuk mengkontruksi hukum.

Dalam pasal-pasal dalam KUHAP yang tersebut diatas. di sebutkan bahwa
saksi harus hadir dipersidangan dalam memberikan keterangannya. Menurut
penulis, jika hal ini dimaknakan secara ketat maka Keterangan saksi secara mutlak
harus diberikan di dalam sidang pengadilan. Namun seandainyva pemaknaan itu
yang dilakukan maka yang terjadi adalah kekosongan hukum. Padahal undang-
undang sendiri mewajibkan kepada penegak hukum vaitu hakim, untuk mengisi
kc‘kpsongan hukum vyang terjadi. Amanat tersebut tertuang dalam pasal 27
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 33 tahun
1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Hakim sebagai penegak

*A
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hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
vang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut mengandung arti bahwa hakim dapat
menerapkan hukum pidana sesuwai dengan  hukum vang hidup & dalam
masyarakat.

Pada duma modern dan pesatnya kemajuan tekhnologi seperti sekarang
. kita tdak bisa lagi menerima secara mutlak apa yang pernzh dikatakan oleh
Montesquieu, bahwa hakim hanva menjadi corong Undang-undang (Qui
Prononce Les Parofes de La Loi). mengingat masvarakai dalam segala tindakan
dan perbinannya cepat sekali berubah dan berkembang, sementara hukom selalu
tetap dalam waktu yang lama. Kalau memang harus sepert 1. lalu bagaimana
denigan ketentuan yang menyatakan bahwa saksi harus hadir dalam ruang sidang?.

Untuk menjaga agar tidak terjadi dalam kekosongan hukum. maka dalam
il hukum dikenal berbagai macam interpretasi vang lazim digunakan oleh para
hakim, salah satn nya adalah penafsiran ekstensif Menurut Kansil (1988 68)
penafsiran ekstensif yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-
kKata dalam ketentuan undang-undang. sehingga suatu peristiwa dapat dimasukan.,
misainya aliran listrik dapat dimasukan kedalam pengertian kata benda. Dan
defimst mengenai interpretasi  ekstensif diatas. maka kalimat “di muka
persidangan atau di sidang pengadilan” pada pasal-pasal vang tersebut diatas,
vaitu pasal 185 ayat (1), 160 ayat(1) hurnf (a). pasal 160 ayat (1) huruf (¢) dan
pasal 167 ayat (1) dapat di tafsirkan lebih luas. seperti yang telah dilakukan untuk
menafsirkan apakah aliran istrik termasuk kedalam kategon benda atau bukan.

Sebelum  ditafsirkan secara ekstensif, pengertian diperiksa “di muka
persidangan” maupun “di sidang pengadilan” pada pasal-pasal tersebut diatas
diartikan sebagai kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan, oleh karena
itu kesaksian jarak jauh melalui telekonferensi danggap tidak mempunyai nilai
sebagai kesaksian, tetapi sebagai kelerangan biasa saja. Pemaknaan seperti ini
tentu saja sangat mcngcceufa]{an. Praktek-praktek penegakan hukum pidana
seperti int idak akan membawa manfaat serta tidak akan memenuhi rasa keadilan

masvarakat, apalagi kalau kesaksian tersebut dianggap penting dan menentukan.
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Padahal seperti telah diketabui bahwa tujuan utama dar penegakan hukum adalah
mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Demn mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, maka
pengertian dipenksa “dimuka persidangan™ dapat ditafsirkan secara ekstensif atau
dapat diartikan secara luas. Melalui interpretasi ekstensif maka pengertian
diperiksa “dimuka persidangan™ maupun “di sidang pengadilan” bisa diartikan
sebagai “kehadiran suara keterangan kesaksiannya (Edi setiadi. WWW._ Pikiran
Rakyat. Com)”. Dengan demikian memperluas pengertian di muka persidangan
dan di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 avat (1) huruf
¢ dan pasal 185 ayat | KUHAP.

Jadi sebetulnya yang dimaksudkan kehadiran saksi di sini adalah "suara
keterangan dan saksi” tersebut dapat didengar di muka persidangan bukan
kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan. Dengan demikian maka akan
sah sebagi alat bukt, Keterangan saksi melalm telekonferensi dan tetap
mempunyal nilai pembuktian jika syarat-syarat untuk mempunyai nilai
pembuktian dalam KUHAP telah terpenuhi, sebagaimana vyang telah dibahas
dalam bab pembahasan mengenai keterangan saksi melalui teiekonferensi
mempunyal nilai pembuktian. Dari pemaparan diatas, maka keterangan saksi
(Habibie) yang dibenikan melalui telekonferensi, dalam kasus penyalahgunaan
dana non bujeter bulog dengan terdakwa Rahardi Ramelan, merupakan alat bukti
dan mempunyai nilai pembuktian. Hal ini disebabkan karena:

1. Habibie tetap bisa memberikan keterangan kesaksiannya tanpa hambatan
2. Pihak-pthak vang terlibat yaitu: Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum dapat
bertanya kepada saksi dan bisa menguj kebenaran tentang keterangan

vang dikemukakan oleh saksi tersebut.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas.

diambil kesimpulan sebagai berikut:

i

)

Demi mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakal. maka
pengertian “di muka persidangan” seharusnva diartikan secara luas vaity
melalw  mterpretasi  ekstensif Dengan interpretasi ekstensif maka
pengertian diperiksa “dimuka persidangan” dapat diartikan sebagai
diperiksa  “kehadiran  suara keterangan  kesaksiannya™,  memperluas
pengertian di muka persidangan dan di sidang pengadilan sebagaimana
disebutkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf (a) dan huruf (¢) serta pasal 185
ayat (1) KUHAP. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan kehadiran saksi di sini
adalah "suara keterangan dan saksi” tersebut dapat didengar di muka
persidangan bukan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan, maka
sah sebagi alat bukn, keterangan saksi melalui telekonferensi dan
mempuanyai nilai pembuktian.
keterangan saksi melalu telekonferensi memiliki nilai pembuktian harus
memenuhi 2 (dua) svarat. vaitu:
1. Syarat Formil
Keterangan saksi melaln telekonferensi hanya dapat di anggap sah dan
mempunyar nilai pembuktian. apabila diberikan dibawah sumpah.
keterangan saksi vang diberikan tidak di bawah sumpah hanyva boleh
dipergunakan sebagar keterangan penambah saja, yang dapat menguatkan
keyakinan hakim. Sumpah merupakan syarat mutlak agar keterangan saksi

mempunyai nilai pembuktian.

I

. Syarat Materiil
Keterangan seorang saksi saja tidak sah sebagai alat pembuktian ({/nus

Tesns Nulus Tesns). karena keterangan tersebut tidak cukup untuk

34
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membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan
kepadanya. Kesimpulannya adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya
seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan alat bukti yang

lain tidak ada.

4. 2 Saran

I Pencarian kebenaran materil dalam penegakan hukum prdana jangan hanva

b

didasarkan pada paham formalisme tetapi harus didasarkan pada substansial

Justice, yaitu dengan menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai vang

hidup dalam masyarakat sebagaimana yvang diamanatkan oleh pasal 27
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 35
tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan ketidak jelasan rumusan yang terdapat dalam KUHAP, maka
penggunaan metode penafsiran adalah sesuatu hal yang penting. vaitu untuk
menafsirkan apakah keterangan saksi vang diberikan melalui telekonferensi
merupakan alat bukti. Penggunaan penafsiran ini bersifat insidenral dan
subyektif. Oleh karena itu agar terdapat kesatuan pandangan. maka
pemenntah perlu mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pedoman
untuk melakukan penafsiran atau pedoman penerapan hukum. Isi dan
pedoman penafsiran tersebut adalah petunjuk untuk menafsirkan berbagai
macam ketentuan yang relevan dengan penggunaan tekhnologi. Selain ity
pula, apabila dimungkinkan, Mahkamah Agung perlu  mengeluarkan
yurisprudensi terkait dengan keterangan saksi melalui telekonferensi. Ini
dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang bertentangan dengan asas

legalitas.
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LAMPIRAN

Kliping Kesaksian Mantan Presiden Habibie Melalui

Telekonfrensi

Kesaksian Melalui Telekonferensi

wwat. telekonferensi. Ada sejumiah perlanyaan.
P AGISTAT

Ny

hickang

» nintan presiden 13

et nkaria
dapat.kesepal - S
i li‘j-"_"'_'_.'7"_‘1"_:""‘.:‘EDDM“:H:.’“"l'lIlnmu Lentu saja berleitan -
by juh=tidalnya lesakcmnny YanEHbervikan, dun jugm bevhaai
' Al Ny, Ji

dampak VWD ET engrunaan Leknolo
I

g cangptih i,

Penuelol hinm Kemas Yahya Rahiman sepalk awal
berkeberatan denpan kesaksian mocel ini. Dia tidak mem
prrsaallan baayvanva

saleresy

kebetulan tidak dibebankan pavela
sermata-mats karvena kesaksian-jaak jauh
vuntidaleliaturdalam-ISUFIA P Pemeriksamn salisy telahdiatur

LR Y

-

e pertorna llinga, kesaksian di ruang sidang pengaditan disampanicin

Habibie di Penpadilan .
Selnbon membawsy Lerobosan barn ko
hukum pidam:. PJ.‘|Irl_ll‘l_r]__1_M_‘])t‘r:‘lpﬂ Hal perhe-men-
alin jikakasus-semacam_ionitervlange kembali

secara jeias .i‘nlr.,un_ljas;d_lLiZ.J'LUI_l__'U’ sehinpgga penmeriks:
fq)nn[g;.r B =B P G 'l‘-'”H-J“ 'm'u‘--':lp:m:“-‘--i' i
~pursidan 1'l_;r._;:-;uu-pi‘aﬁi'ln.-!(l:p.‘m_\;::, Ketuan Majehs Hakin |
MarivihSCpendapat dengan banyak argumentasi vang berte
belalkang denpgan pendapat Jaksa, yakni sesuaty A AT
dinture hulcn herart dilaenng Ialdim hais menean terolo
hukum yang: haru,

d v
-’

Mpaimana dengan ketentuan bahwa salesi hars e i edal
ruang sidang dan memberikan kesaksian i bawah sump
Dalam kasus ini BT Habibie memang cdisumpah. Tetaps, tatk
hakim membiacakan sumpah atu, apakah tidak
yang disumpah hadir seeara fisik

1 - n . 2

IEI]II‘I sl
di roang sidang ata cuk

sodrmembienya " sagoc Bolehixah hakim menyumpiah aring: | St e e i semada-mata lens LESih iy o G
¥ } b
vt e pavh b sanda, semenbara yang Limpak hanya | presiden :J;#?.‘llll\'l'jlllnlillllzilllll:.ilil.lll|||l";|||l'l'|UII‘HIIII'I;[I:'}.'I,R‘I
buas avmi o U e Bz i siadengan apakah keluidivan erhpab by ak pevkakoan istimews nesae iala ben:
haviatiran

i sudah punya kekuatan hukum yang sina
oz S hedie ds mse sidangs s l-hal seperti ing harus men-
e kesepakatan, sehingy kesaksian Habibie yang "lidak
vl o Mk ol rrsg sidang ™ bisg dijadikan alat pem

thivan vang sub Katakanlah i tingkal peradilan pertama
aath tevpnd pro dan kontra, diharapkan pada peradilan
wching dan kasasi hal-hal seperti ini sudah diputuskan
B kelak bisa dijadikan yurisprudensi.

Pie B tug nasah acka sejumlah hal yang juga membutuhkan
sepalatansSapa saja yang boleh menghindar hadir secin
b v sukiogs? Apakah hanya saksi atau juga terdak wa?
than Levdakwa juga holeh disidangkan denpan teknik
bl e, laln leenapa harus ada pengadiliyuin absensin?
acka beda ch anpara keduanya?

acehiy ok ncsalnh :..nl-:.\;l!_‘.'./l.'np;n saga yany boleh didomymar
sevar paralk oy, dan siagpa yaogs harus badie di
Bhansneslapun dengan cara dipatsa? Dalam kasus 13,

Al 1
an apankah

'
9 E IS BN F Y RS

PR

b Sk abisan yaanr sangiresanar Levdenzir -~ kinena
pes Lok ainen! secaen terhuka i viag! siciong: - hahawa

alasannya bepili, apakah saksi loin vacpg bukan manta

presiden Lidak boleh mengpunekan hak istimewa ini? Aun
tetap boten, ivisg:d dengan kriteria lobil ketat, tidak selads
alazan "meng o stei Ny

T

Jikia pun kesepakatan itu sudaly ada can dijaadikan Laindasa
kevjadi dunia peradilan, masih ada persvalan kinnya Ly siap
Yang membiayai persidangan jarak jaul ini? Undang-Undan
No. 14 Tahun 1970 tentany Ketentuan-Kelentuan Poko
Kekuasaan Kehakiman menginginkan perkara diselesaika
secara cepat dian mural, Kesaksian jarak jauh ini jelas maha
Daliim kasus B Habibie pekan lalu, aila sponsor dari SCT
dan it pun denpgan durasi hanya dua jam schingea menimbul
kanmasadah tidak Ltuntasnya perbanyaan yang diajulcar. iKala
dalam kasus Jain, perkarvanya penting tetapi sponsor Udak acdi
Stapa yang memikul beban mi? Misalnya dalam sichines denga
terdakwa Akbar 'l’.Fi_lijuﬁi:, pisti Kesidesian Halnbie sanga
ditiinti-nanti publik. Tapi itu tak pernah ada schinge:
telekonferens dalian siclang Rahardi Romelan ini memang
menmypiacan bimyak pertanvian dan cdugian L
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Drama Pe
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Ty,
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uﬂa

di Layar Kaca

Pertama kalinya kesaksian lewat videoconference di
pengadilan Indonesia. Tapi kesaksian Habibie dari Jerman
tak memberikan arti dan akibat hukum apa pun.

ak menabuh genderanyg kosonyr,

nuh dan nvaring tapi tinda isi

Hulah persidangan telekonferons

yanu oerlangsung oi Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, Selisa

sore pekan Ialu. Sidang jaiak

menaainplan seeara langsung kessakes-

an mantan presiden Habibie dari Flam-

bury, Jerman Keterangan ) Iabibie, yang

tak bisa ke Indonesia karena harus seci-

v mtensil mendampingi istrinya, ying

sakil, diangpap penting dalam kasus

korupsi dana nonbujeter Bulog senilai

Ry 62,9 miliar dengan terdalewn mantam
Feepata Bulop Rahardi Ramelan

Memang pemeriksaan saksi jaralk jauh

maelalin mideoconference ini terytolongs (i

itvh o

robosan terhadan kekolotan hukum aea

ra picana, sekahpus preseden baru b
separih perndilam Indonesii, Persic lingzan
denwim memanfantlkn teknologi mualak-
hiv ing setidaknya menyama rekor persi-
el serupa di Amerika Serileat, eti

o mengmsut Presicden Bill Clintors dalam
Kasus pelecehan seksual Lo hacdap Monica
Lewinsky. Dengan begitu, kesaksian me-
tadui telekonferensi bisa dikkembangkan
imtuk kepentingan hukum Indonesia,

Namun kesalesian Habibie lewat video-
conference, yang didanai stasiun televisi
swasla SCT'V, jadinya Iebih mirip svarting
sinetron. Peristiwa ini memang unik
karena pertama Lali Lterjadi chi penpgadil-
an, letapi toh tak berhasil memenuhi ha-
rapan untuk membongkar tuntas skan-
dhl clane nanhujeter Bulog. Alctor utame-
nya sEpa b fadao boakan sang ketua
migelis i'-nlcim Lot Maviyun aan man
Lin presiden Habibie. Tenty saja Jaksa
IKemas Yahya Iachman dan P e
semior Trimaclia D Soeejadi, selakn
pembela Rahardi, sovta Raohaooei sondin
Juga punya peran,

Tilik saja peran mercka masing-masing
Vi sehehimnya disetel harus sesuai -
npan skenario produser. Bahkan uji coba
dilakukan schari scheiumnya. Pada saaf
(T

100

|
|
|
!

I
|
|
l
|

i e L A BRI S ot

penayangan berlangsung, majelis hakim
dengan toga hitem dan dasi merah ber-
jalan g

menurun angga menaju
roampesicang. g kamera menyorotny
Lampu-Eupi hesar menerang langit-
gt dan lembiok ruangsidangs Acla L
Lelevist 29 el untuk menalap  wajah
Habibie sekaligus mendengarlean suara-
nyva. Sehiah layar besar terpampang
untulk menyuguhkan persidangan bagi
pengunjung sidang yang membeludalk,
Sementara itu, i Konsulat Jenderal
Indonesia i 1 lhml g, Habibie dudule o
kursi saksi h raanyg vang disulap menja-
i seperl persidangan. Mengenalkan
bhatik cokelat hbermotif parang, a didam-
pingti Pengeinn €30 Kalyns dan Susi
lowati dar: Konsulat Jenderal Indonesia
Di bagsiam bhaw:ah mejanya ada berita aci-
ris pemertksaan (BAP) dirinya duly
sewaktu diperiksn petugas Kejaksnan
Apumer, Sesckali Bala bingung mengha-
i berbaen pevtanyaom hakim, Jaksa,
alaupun pengacara, Habibie lewat pintu
penghubung bisa melirik kode yang
diberikan bekas Menteri Kehakiman
Mulzdhi, yang heraca di ruang lain,
Kendati seperti bermain drama, ketua
majelis hakim Lalu Mariyun tampaknya
berusaha mengingatkan prosedur persi-
dangan sebapgaimana ketentuan Kitab
Undang-Undang Thukuin Acara Pidana
(KUHIAP). Jaksa Kemas sempat berke-
beratan dengan persidangan telekon-
ferensi lantaran tak diatur dalam
KUHA2 Menmrut dia, kesaksian Fabibie
cukup dibacakan dari BAP-nya cdulu
Toho Jaksa burn-burm menambahkan
babhwi iz hisa memthormali persidanpgan
telekonlevensy vang: sudah ditetapkan

majelis hakim

Sefelah i

o, lazimmyn saksi v man
memberikan kelerangan, Habibie, yang
kini berusin 67 tahun, juga (Iixnmpuh,
Hakim Lo memandunya, Sementan
ity jauh di seberang sana, seorang
rohaniwan memegangt Al-Guran i atas

ra
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Menyimak keterangan B.). Habibie dalam
persidangan di PN Jak-Sel 2 Juli 2002.

kepala Habibie, yang mengikat Iafal
sumpale Ternyila stmpah yang selimn
ini_disakralkin bisa mencrobos Diatas
Taralc dan walktu,

Toh, materi pemeriksann saksi Jintin se-
olah-olah bergema lew:t skenario. ey
hatikan saga arah dan Jenis pertanvann
majelis hakim, jaks:, alhupin [hn'll;lrl-|.|
Ralvvddi, akim Ladu, iisal g, Lvnsgectagnge

menanyalcm isi perfemun lerbals an
barse Pvesielen (saad i) Habibie chaan Ny
terr Koovdinator Kes gabiicaiiz alieg
oy Pengeretasanm Kemskiman | Envono Sn
Yono, Menteri-Sekrelar s Noewcun Akl
Tomljungs, serts Mas i, inclustem dan
Perdaginyzon Rabaudh 1l jrula 1o
Febrvkos 1999 i st Noscwa dakarta

Tak sedikit pun terhingg npava Hhkim
untuk menpuji henzo-ticdiknya sl et
temuan terbatas ita dan tak sl perti-
nyaam supa saja yang! hadic Demilkian
pula ketilka Haluhie mengalakan hahwa
pertemuan tersebul untuk membdie
masakah sembilan bahan pokok (semly-

(IVERITAS JEMBER

[

tah peagoiueran taity nonizaicter Bulog
sebesar Wp 40 nubiar buat penvaluran
sembiadio dan sebes;g Kp 1o nulia bhaat
pengamanan penyalurannyva. Fabibie
mengaku tak ada nota tertulis, kecuali
pevintah lisan pada rapas terbatas itu.

Memang Habibie mengakui bahwa ia
himya mengikuti warisan sistem bobrok
semasa Orde Baru, khususnya yang me-
nyanggkul penggzunann dan pertangyung-
Jawaban dana nonbujeter Bulog. Tak
anch bila tak ada satu pun laporan ten-
tang pelaksanaan penggunaan dana itu,
baik dari Menteri-Sckretaris Negara
maupun dan Kepala Bulog. Namun ke-
Levangian inn dihantah Rakaidi, Ia meny-
aku selaiu memberikan laporan lisan
kepada Habibie. "Laporan teriulis Sayi
Previkan packa it jabatan saovn beralkhir
i presideanya sudah bukan Fabibie,”
kiata Rabardi scusan sidang.

Alhasil, kesaksian jarah jauh berbiayi
Hp 200 juts selama dua e ita bholel:
dikatalan tale memberikan ati sipnali-
kan,apalagi akibat hukumnya. Kesaksi-
an Habibie pun tak jaun-jauh beda
dengan isi BAP-nya

Pemscara ‘Trimoelya mengakun masa-
lah waklu yang mepet scbagai penycbab-
nyi "Seharusnya waktunya lima jam bisa
mengungkap semuanya. Soal abivan dana

B N A A o B e

Falabae mengako perlemuan atas
atilnva o dilakakan karena kondisi
amyt fidak normal akibat rakyat
urzsingzan o,

u beranti dana nonbujeter Bulog se-
v lip b nabcoe sl perintah Halabie
vhinya menuug! wntuk penyaluran
Bk Paadahal, sebhapgatnnnn ranmi
wtalom sebelumnya, ada dhagraan
Eohahiwse ebavnze il Ink mnstahil oi-

s b ks Clolione Apalapd menterl
ohitueas Habnbie untuk mengaman-

Lebrpakan ita adalah Menteri-
b Nessaas Ak b P g . Walk-
v AL b e iengach Ketoa Ciollar
Hoababae menpach Ketua Dewan Pe-
bl Clolion mengeantidkan Socharto.
i, besatnlab, masalab sevins it
Bl o pengsadhilaon sinetron telekon-
i Pabingg hanter vang dibura hakim,
i pembela Rahaodi sebatas be-
pr hepmealan dari penpakuan Ta-

Unpsusanya soal dana nonbujeter

g vang bavas diaombil i bunga

D pokoknya, dan harus dilkem-
ot ke APPBN mciddabang. Menurat

i yanemen adh terdakwa kasus ko-

rupsi it jupa di Penpadilan Neger
Jakarta Pusal, dalam pertemuan terba-
tas tadi tak ada dischut-schut bahwa
dana nonbujeter Bulog yangs digunakan
akan dikembalikan melalui APBN.
aharvdi pun melalui notanya pernah
menyebutkan bhahwsa dana dimaksud
herupn sumbangan, hukan pinjanun,

Lantlas, soal dana nonbuojeter itulog
sebesar Hp 10 aniliae Mg chibevikan
Kepodie Mentert Pectanluonnn dan 1en
manan mevangkap Panglima ABRL wak-
L atu Jenderal Wiranto, kata Halnbie,
i ini ol hisva pemainginan g
sath el lemmnakan pembca o oo,
Keterangan Habibie hevbeda dengan
Kesaksion Wirnnto sebhelumava, yang
mengatalkayn dana Rp 1o liae diberilin:
Presiden untuk peongamanan dan pe-
nyuksesan agenda relormasi. Scedangkan
Rahawdi pernah menycebutkan haliwa
dana sebesaritu untuk pengonanan dan
operasi di Timor Timur

Selain itu, Trimoelj menyoroli peng:-
alkuan IHabibie soal perintah tertulis un-
tule mengeluarkan uang, apaligi untuk
wang mibizran vupiah. "Fapi, untuk perm

it ke Golkar belum sempat saya tan-
yakan. Padahal Habibic itu biangnva ka-
sus skandal Bulog 11 in1," ujar Trimoclya.

Soal wakbuwitulah, kota Trimoelja, yany
membuatnya bertanya kepada Habibie
sebilas Levbagan hai yane dizngrap bisa
menguntungkan khennya—kalau tak
bisa dikatakan sehigan upava menpahh-
kan kesalaian Ralarvdi menjadi tanggring
Jawab Iabibie. Sudah begitu, pacda awz
penayangan kesaksian, Hakim Lalu sam-
pai menghabiskan waktu 50 menit tat-
kala bertanya kepada Habibie. Sampai-
sampai salab scorang produser SCT'V
memberikan peringatan lewat memao
kecil, Hal heging tentu haram Lerjadh
duluny persicdinmun binsa,

Sckalipun begitu, menurut Jaksa Ke-
e, Habibie Gl bisacdijacilein teesange-
len adedhint Keswdedanmya, “Tale ndn aind
kesengajaan dar keterangan saksi. Ke-
lalaian ada pada hawahannya yang mo-
Laksanakan Lugas,” ujar Jaksa Kemas
Selulakoya, kata Kemas,
Habibie jusau mempertebal kesalahar,
Rahardi, Contohny:: status dhina yang mie-
nurut Habibie berupa pinjaman tapi di-
Liksanakan Rahareh sebagar sumbangan

Bagaimana denpan Akbar Tandjuog?
Bagh Amir Syamsuddin, salah scorany
pengacara Akbar, kesaksian Fabibic tak
berpengarubh terhadap posisi klicnanya.
"Kesaksian Habibie datar-clatar saja. Tak
menguntungkan ataupun merugikan
Akbar” tutur Amir

Ahmad Taufih, Agus Hidayat. V- -

kesak:iin,
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